
Pasal 5 . 

Meni11bang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 
T ahun 2008 ten tang Pembentukan Organisasi dan T atakerja Perangkat Dae rah 
Kabupaten Jembrana, maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 12 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2009 menjadi tidak 
sesuai dan perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Pengganti tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Jembrana Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Jembrana Tahun 2009. 

Menglngat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah ·. 
Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan .·· 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusl dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4287 ); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaao Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

BUPATI JEMBRANA, 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 12TAHUN 2008 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD} 
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2009 

PERATURAN BUPATI JEMBRANA 
NOMOR 35 T AHUN 2008 

BUPATI JEMBRANA 



Pasal 16 .. 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438 }; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara. 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 T ahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara republik Indonesia ahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomo 4741); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencaia Pembangunan 
Daerah; 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 {Lembaran Negara 
Republik Indonesia T ahun 2005 Nornor 11 ); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 T ahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dal am Negeri Nomor 13 T ahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006- 2010 (Serita 
Oaerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 32); 
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BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2008 NOMOR 36 

KEPALA BAGIAN HUKUM ORGANISASI DAN TATALAKSANA 
SETDA. BUPATEN JEMBRANA, 

Diundangkan di Negara 
pada tanggal 22 Desember 2008 

Ditetapkan di Negara 
pada tanggal 22 Desember 2008 
BUPATI JEMBRANA, 

~I~ 

\. I GEDE WINASA ) 

Pasalll 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Jembrana. 

Pasal I 
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2009 pada Lampiran Bab Ill, Bab IV, Matriks 
Prioritas Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Jembrana Tahun 2009 serta Matrik Pagu Dana lndikatif Program dan 
Kegiatan setlap SKPD pada Rencana Ke~a Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 
Jembrana T ahun 2009; diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Bupati inl dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Bupati ini. 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
(RKPD) KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2009 

llenetapkan : 

MEMUTUSKAN: 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nornor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jembrana Nornor 3}; 

17. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 12 T ahun 2008 ten tang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2009. 
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